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ABSTRAK

Pelaksanaan perjanjian penggunaan tenaga listrik, seringkali melanggar
hak konsumen. PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung
jawab atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan
menyediakan energi listrik yang andal bagi konsumennya serta PT. PLN (Persero)
Cilacap juga wajib bertanggung jawab atas semua keluhan konsumen karena PT.
PLN (Persero) Cilacap memliki hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam
pasal (7) dan (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
konsumen. Seringkali konsumen merasa dirugikan akibat dari PT. PLN (Persero)
melakukan pemadaman listrik, PT. PLN (Persero) Cilacap juga seakan tertutup
akan informasi yang seharusnya diketahui konsumen maka dari itu Penelitian ini
dilakukan untuk mengkajian terhadap tanggung jawab PT. PLN (Persero) atas
kerugian konsumen akibat pemadaman secara sepihak dan upaya hukum atas
kerugian konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak dan upaya
hukum konsumen akibat pemadaman listrik secara sepihak.

Dalam penyususnan penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan
(field research) dengan lokasi penelitian di Area Pelayanan Jaringan PT. PLN
(Persero) Cilacap. Sifat penelitian menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu
menggambarkan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.
Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis yaitu pendekatan yuridis empiris,
pendekatan yuridis empiris digunakan untuk menganalisa hak dan kewajiban PT.
PLN sebagai dasar untuk melakukan tanggung jawab sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Tanggung jawab
pemadaman listrik secara sepihak yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) Cilacap
yaitu PT. PLN (Persero) Cilacap akan memberikan kompensasi jika pelanggan
memberikan bukti yang kuat atas kerugianya, akan tetapi PT. PLN (Persero)
Cilacap belum melaksanakan kewajibanya untuk memberikan informasi kepada
pelanggan tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Tidak adanya proses advokasi
yang kuat bagi pelanggan untuk meminta haknya kepada PT. PLN (Persero) atas
kerugian yang dialami pelanggan. Upaya hukum yang yang dapat dilakukan oleh
konsumen adalah dengan memasukan pengaduan ke Layanan Keluhan Pelanggan
untuk kemudian diselesaikan oleh PT. PLN (PERSERO) Cilacap. Apabila
pelanggan listrik masih merasa tidak puas dengan penyelesaian yang diberikan
oleh pihak PLN, maka pelanggan dapat melakukan upaya hukum penyelesaian
sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan. PT. PLN (PERSERO)
Cilacap menyarankan penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur
Mediasi dan/atau Konsiliasi.

Kata Kunci : Tanggung Jawab Pelaku Usaha, Perlindungan Konsumen,
PT. PLN (Persero) Cilacap, Listrik.
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MOTTO

“When nobody believes me, stay calm,
and keep believing i can do”

“Ketika tidak ada orang yang percaya,
tetap tenang, dan terus percaya saya bisa
melakukanya”
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi telah membawa dampak yang sangat besar dalam
tatanan kehidupan sekarang ini. Banyak pekerjaan yang dulunya mustahil
dilakukan namun dengan adanya teknologi menjadikan pekerjaan tersebut
dapat dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi sekarang ini menjadikan
manusia atau masyarakat mudah dalam melakukan kegiatan di segala bidang,
baik bidang transportasi, informasi, dan bidang-bidang lainnya. Semua
teknologi yang ada saat sekarang ini, pada umumnya pengoperasionalannya
bergantung pada listrik. Listrik secara umum dapat dikatakan telah banyak
membantu manusia dalam melakukan berbagai kegiatan. Dapat dibayangkan
apabila sehari saja hidup manusia ini tanpa adanya listrik, maka serasa dunia
menjadi lumpuh total. Pada bulan Juni 2010 konsumsi listrik di pulau Jawa
dan Bali mencapai angka 19.896 mega watt." Angka tersebut terus meningkat
setiap tahunnya sgjalan dengan peningkatan jumlah penduduk yang dibarengi
dengan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasana serta
peningkatan di bidang usaha dan kegiatan ekonomi, mau tidak mau
kebutuhan akan tenaga listrik harus tersedia dan perlu ditingkatkan, agar
dapat menyediakan tenaga listrik yang cukup serta merata dengan mutu

pelayanan yang baik bagi masyarakat

thttp://www.tempointeraktif.com/hg/bisnis/2010/06/08/brk,20100608-253701,id.html
diakses Jumat 28 Agustus 2015 Pukul 20.30 WIB.
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Perkembangan ekonomi yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis
dan varias dari masing-masing jenis barang dan/atau jasa yang dapat
dikonsumsi. Barang dan/atau jasa tersebut pada umumnya merupakan barang
dan/atau jasa yang sejenis maupun yang bersifat komplementer satu terhadap
yang lainya Dengan diversifikasi produk yang sedemikian luasnya dan
dengan dukungan kemaguan teknologi telekomunikasi dan informatika,
dimana terjadi perluasan ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa
melintas batas-batas wilayah suatu negara, konsumen pada akhirnya
dihadapkan pada berbagai jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara
variatif.?

Listrik merupakan salah satu kebutuhan hidup yang sangat penting
dalam menunjang aktifitas sehari-hari. Dalam hal ini kebutuhan akan tenaga
listrik di Indonesia dipenuhi oleh Perusahaan Listrik Negara. Oleh karenanya
sebagal pihak penyedia jasa kelistrikan nasional, PT. PLN (Persero) mencoba
untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara maksimal. Namun PLN
tidak menutup mata akan banyaknya masalah terkait dengan penyediaan
listrik di masyarakat.’

Di Cilacap sendiri PT. PLN (Persero) Cilacap juga melakukan
pemadaman berturut-urut pada 15 Januari hingga 19 Januari 2014.

Pemadaman itu setiap harinya dilakukan kurang lebih selama tujuh jam

Gunawan Wijaya dan Ahmad Y ani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia Pustaka Utama, 2003), him. 11.

8 Bernadetta T. Wulandari, “Ti njauan Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Listrik
(P2TL) Analisa Hukum Perlindungan Konsumen”, artikel padajurnal hukum Gloria Jurisvol 8 no.
2 Mei-Agustus 2008.



dimulai pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB. Peastilah dengan adanya
pemadaman yang sering terjadi itu konsumen merasa dirugikan karena
konsumen dari kalangan perkantoran, rumah tangga, maupun industri tidak
bisa melakukan aktifitas seperti biasanya karena pemadaman yang dilakukan
padajam-jam orang untuk beraktifitas.*

Pelaksanaan perjanjian penggunaan tenaga listrik, seringkali terjadi
ingkar janji (wanprestasi). Listrik saat ini merupakan sarana vital yang sangat
dibutuhkan oleh masyarakat modern, karena sebagian besar aktivitas
kehidupan manusia berhubungan dengan listrik, misalnya kegiatan-kegiatan
produks pada industri-industri kecil, menengah, hingga industry-industri
dengan skala besar. Selain itu berbagai kegiatan dan keperluan rumah tangga
juga tidak terlepas dari listrik apalagi dengan perkembangan IPTEK yang
semakin besar di segala bidang yang mengakibatkan tenaga listrik tidak lagi
sekedar untuk alat penerangan tetapi sudah meluas hingga ke berbagai produk
industry yang memerlukan tenaga listrik sebagai penggerak. Dengan kata
lain, listrik sudah dapat disgjgjarkan dengan sandang, pangan dan papan
sebagal sebagai kebutuhan pokok manusia yang harus diutamakan
pemenuhanya.

Jumlah masyarakat yang merupakan konsumen ketenagalistrikan
semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlahnya pun semakin bertambah,

tidak hanya dari masyarakat perkotaan sgja tetapi juga dari masyarakat

* http://www.cil acapkab.go.id diakses Sabtu 12 September 2015 Pukul 16.00 WIB.



pedesaan pun memakai tenaga listrik. Hal ini tidak terlepas dari adanya
program Listrik Masuk Desa yang digalakan oleh pemerintah.

Pemerintah sesuai dengan kewajibanya memang sudah menyediakan
pelayanan publik kepada masyarakat, semua ini diberikan untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat dan untuk memastikan masyarakat dapat
menggunakan fasilitas dari pelayanan publik tersebut dengan biaya murah,
hanya sgja kenyataanya masih banyak masyarakat yang belum memperoleh
kepuasan dalam menggunakan pelayanan publik tersebut.’

Mengingat demikian pentingnya listrik bagi hajat hidup orang banyak,
maka penyedia dan pendistribusian tenaga listrik dikuasai oleh Negara. Hal
ini sgjalan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (2).

Daam Pasal 3 PP Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik ditentukan sebagai berikut® :

(1) Usaha penyediaan tenaga listrik pada dasarnya dilakukan oleh Negara

(2) Dengan Peraturan Pemerintah ditetapkan Badan Usaha Milik Negara
sebaga Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan — untuk
melaksanakan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum, dan apabila dipandang perlu, Mentri dapat member tugas
untuk melakukan pekerjaan usaha penunjang tenaga listrik.

Berdasarkan kedua ketentuan di atas, maka usaha penyedia tenaga

listrik dilakukan oleh PT PLN (Persero), sebagai suatu BUMN yang dibentuk

® Indah Sukmaningsih, Dimensi Pelayanan Publik dalam Masalah Perlindungan konsumen,
(Jakarta: Lokarya Hukum Perlindungan Konsumen bagi Dosen dan Praktisi Hukum, 1997) him. 1.

® Penjelasan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan
Pemanfaatan Tenaga Listrik.



oleh pemerintah dan diberi hak untuk mengelola dan mendistribusikan tenaga
listrik melalui suatu kuasa usaha.

PT PLN (Persero) Area Pelayanan dan Jaringan Kabupaten Cilacap
sebagal sebaga salah satu APJ dalam lingkungan PT PLN Distribus Jawa
Tengah, telah ikut ambil bagian dalam pemenuhan kebutuhan akan tenaga
listrik, Khususnya untuk masyarakat di wilayah kabupaten Cilacap.
Masyarakat yang ingin menggunakan jasa Ketenagdistrikan harus
mengajukan permohonan pemasangan sambungan baru terlebih dahulu pada
PT PLN (Persero), selanjutnya calon konsumen harus mengis dan
menendatangani Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPIBLT) berupa
formulir yang sudah disediakan oleh pihak PT PLN (Persero) sebagai pihak
pengelola dan pendistribusian tenaga listrik di Indonesia.

Isi yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik
tersebut telah ditetapkan secara sepihak olen PT PLN (Persero), sehingga
merupakan perjanjian standar atau perjanjian baku. Dalam Perjanjian baku,
hak dan kewagjiban masing-masing pihak telah ditentukan dalam surat
perjanjian itu sehingga calon konsumen Ketenagalistrikan tingga
menandatangani formulir tersebut yang sebenarnya lebih banyak mengatur
mengenai kewajiban-kewajiban pelanggan. Konsumen tidak dapat secara ikut
menentukan isi perjanjian itu. Calon pelanggan sebagai calon konsumen
hanya diberi 2 (dua) alternative : take it or leave it. Konsumen sebagai

pelanggan atau pengguna ketenga listrikan sgfak mengikat diri dengan PT



PLN (Persero) yang mempunyai kekuatan lebih besar.” Pada Pelaksanaan
perjanjian penggunaan tenaga listrik, sering terjadi ingkar janji (wanprestasi)
baik oleh PT PLN (Persero) maupun oleh konsumen.

PT PLN (Persero) sebagai satu-satunya badan yang bertanggung jawab
atas pelayanan listrik harus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan
menyediakan energi listrik yang andal bagi konsumennya. Seperti yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan. Bahkan pemerataan tenaga listrik harus dilaksanakan
secara merata tanpa terkecuali (Pasal 2 (2)).

Kewgjiban utama pelanggan PT PLN (Persero) adalah membayar
rekening listrik tepat waktu, sebaliknya pelanggan PT PLN (Persero) berhak
mendapatkan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan keadaan baik.
Bahkan apabila terjadi gangguan, pelanggan berhak mendapatkan pelayanan
untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan tenga listrik atau
penyimpangan atas mutu tenaga listrik yang disalurkan. Idealnya, antara hak
dan kewagjiban berjalan secara berkesinambungan.Pelanggan membayar
rekening listrik tepat waktu sekaligus pelanggan juga mendapatkan tenaga
listrik yang cukup.

Melihat pelayanan publik yang dilakukan PT PLN (Persero), maka
dapat dikatakan masyarakat selaku konsumen telah melaksanakan
kewajibanyayaitu membayar sesuai dengan tariff yang sudah ditentukan.

Namun, seringkali masyarakat tidak memperoleh haknya, sering terjadinya

" CelinaTri Siswi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafika,
2008), him. 5.



pemadaman listrik yang secra tibatiba ataupun terjadwal yang dapat
berakibat pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Apalagi ada sebagian
anggota masyarakat yang mata pencaharianya tergantung dengan listrik,
dengan pemadaman ini jelas sangat meresahkan. Misalnya dari golongan
rumah tangga, rusaknya peralatan elektronik belum lagi pekerjaan yang
menggunakan tenaga listrik menjadi terganggu. Tentulah kerugian yang lebih
besar dialami oleh konsumen dari golongan industri.

Dalam Pasal 25 ayat (3) PP No. 10/1989, disebutkan sebagai Pemegang
Kuasa Usaha K etenagalistrikan, PT PLN (Persero) wajib :

1. Memberikan pelayanan yang baik.

2. Menyediakan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan
keandalan yang baik.

3. Memberikan perbaikan, apabila ada gangguan tenaga listrik.

4. Bertanggung jawab atas segala kerugian atau bahaya terhadap nyawa,
kesehatan dan barang yang timbul karena kelalaian.?

Apa yang diatur dalam dalam peraturan tersebut, sebenarnya memberi
dasar yang kuat tentang arti penting adanya standar mutu pelayanan PT PLN
(Persero), tetapi pelayanan yang diberikan oleh pihak PT PLN (Persero)
seringkali membuat jengkel masyarakat, masyarakat diperlakukan tidak
sebagaimana mestinya, sering dalam keadaan terpaksa menerima perlakuan
tersebut karena masyarakat memang sangat membutuhkan, padahal

masyarakat berhak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur

8 Penjelasan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1989 tentang Pemanfaatan dan
Penyediaan Tenagalistrik.



serta  tidak deskriminatif. Selain itu, pelanggan atau konsumen
ketenagalistrikan yang dilanggar haknya atau dirugikan karena kelalaian atau
wanprestasi dari pihak PT PLN (Persero) terkadang sulit mendapatkan ganti
kerugian yang layak.

Berdasarkan uraian diatas, penulis terdorong untuk menyusun,
mengkaji dan meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul
“TANGGUNG JAWAB PT. PLN (PERSERO) TERHADAP
KONSUMEN AKIBAT ADANYA PEMADAMAN LISTRIK SECARA
SEPIHAK DI KABUPATEN CILACAP MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN".

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahanya
dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap
terhadap konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak di
Cilacap?

2. Bagaimana upaya hukum konsumen akibat adanya pemadaman listrik

secara sepihak oleh PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap?



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk :

a. Untuk mengetahui tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap
konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak di Cilacap.

b. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen akibat adanya pemadaman
listrik secara sepihak oleh PT PLN (Persero) di Cilacap.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah untuk :

a. Sebagai sumbangan khasanah ilmu dan wacana dalam pemikiran
hukum positif yakni dibidang hukum perdata.

b. Secara ilmiah, penditian ini diharapkan mampu memberikan
sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada Fakultas
Syari'ah dan Hukum umumnya dan Prodi lImu Hukum pada
khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang

tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.

D. Telaah Pustaka
Beberapa karya ilmiah tentang tanggung jawab pelaku usaha terhadap
konsumen diantaranya skripsi dari Liza Fauzia dari Universitas Sumatra
Utara yang berjudul Perlindungan. Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada
PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara Cabang Medan, dalam
penelitianya beliau memaparkan tentang hambatan yang timbul dari pihak PT
PLN (Persero) dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen dan upaya

upaya yang dilakukan PT PLN (Persero) dalam memenuhi hak-hak
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konsumen.® Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung
Jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman
Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8
Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek pendlitianya.
Skripsi ini lebih memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN
(Persero) terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen.

Kemudian Skripsi dari Fitri Apriyanti yang berjudul Perlindungan
Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN (Persero) Area Pelayanan
dan Jaringan (APJ) Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2002 tentang Ketenagdlistrikan, dalam penelitianya beliau
memaparkan hambatan yang timbul dari pihak PT. PLN (Persero) Area
Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Bandung dalam memberikan pelayanan
terhadap konsumen dan menganalisis perlindungan hukum yang diterima
konsumen terhadap pelayanan PT. PLN (Persero) Area Pelayanan Dan
Jaringan (APJ) Bandung dan serta upaya yang dilakukan PT. PLN (Persero)
Area Pelayanan Dan Jaringan (APJ) Bandung untuk mengatasi hambatan
yang timbul dalam memberikan pelayanan terhadap konsumen.'® Sedangkan

perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung Jawab PT PLN (Persero)

9 Liza Fauziah, “Perlindungan Hukum Terhadap K onsumen Listrik Pada PT PLN (Persero)

Wilayah Sumatra Utara Cabang Medan”, skripsi, Universitas Sumatra utara, Fakultas Hukum,
Medan : 2008.

0 Fitri Apriyanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Listrik Pada PT PLN

(Persero) Area Pelayanan dan Jaringan (APJ) Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2002
2012

tentang Ketenagalistrikan”, skripsi, Universitas Langlangbuana, Fakultas Hukum, Bandung :
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terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Secara Sepihak di
Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang
Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitianya. Skripsi ini lebih
memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN (Persero)
terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen.

Selanjutnya Skrips dari Septyan Adi Candra yang berjudul
Perlindungan Konsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalan Rangka
Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota, dalam
skrips ini beliau memaparkan tentang pelaksanaan perencanaan pemadaman
listrik dengan tujuan pemeliharaan jaringan sesuai dengan standar oprasional
prosedur yang berlaku dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen
listrik dalam pemadaman yang disebabkan pemeliharaan jaringan.™*
Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul Tanggung Jawab PT PLN
(Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya Pemadaman Secara Sepihak di
Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 199 tentang
Perlindungan Konsumen terletak pada obyek penelitianya. Skripsi ini lebih
memaparkan tentang bentuk pertanggung jawaban PT. PLN (Persero)
terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan konsumen.

Kemudian Skripsi dari Ismed Tri Wijanarko yang berjudul Pelaksanaan
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. PLN (Persero) Daam

Pemanfaatan Jasa Tenaga Listrik (Studi Kasus di Area Pelayanan dan

! Septyan Adi Candra, “ Perlindungan K onsumen Terhadap Pemadaman Listrik Dalam
Rangka Pemeliharaan Jaringan Oleh PT. PLN (Persero) Rayon Kudus Kota”, skripsi, Universitas
Negeri Semarang, Fakultas Hukum, Semarang : 2013.



12

Jaringan PT. PLN (Persero) Semarang), dalam skripsinya beliau memaparkan
tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi konsumen PT.
PLN (Persero) dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik dan hambatan-hambatan
yang timbul dalam rangkaperlindungan hukum bagi konsumen PT. PLN
(Persero) di Semarang™®. Sedangkan perbedaanya dengan Skripsi berjudul
Tanggung Jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen Akibat Adanya
Pemadaman Secara Sepihak di Kabupaten Cilacap Menurut Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 199 tentang Perlindungan Konsumen terletak pada obyek
penelitianya. Skripsi ini lebih memaparkan tentang bentuk pertanggung
jawaban PT. PLN (Persero) terhadap ketidakpuasan dan/atau keluhan

konsumen.

E. Kerangka Teoritik
1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan
dengan keseluruhan perilaku manusia dalam hubungan dengan masyarakat
ataupun instansi. Suatu tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis

untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.*®

12 1smed Tri Wijanarko, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen PT. PLN
(Persero) Dalam Pemanfaatan Jasa Tenaga Listrik (Studi Kasus di Area Pelayanan dan Jaringan
PT. PLN (Persero) Semarang)”, skripsi, Universitas Katolik Soegijapranata, Fakultas Hukum,
Semarang : 2004.

3 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen,
(Bogor: GhaliaIndonesia, 2008), him. 31.
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Tanggung jawab adalah suatu pengertian dasar untuk memahami
manusia sebagai makhluk susila dan tinggi rendahnya akhlak yang
dimilikinya. Dalam hubungan ini sebaiknya sekaligus dilandasi anggapan
berupa pengakuan akan kenyataan bahwa manusia dalam hubungan sempit
dan luas memerlukan satu sama lain untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan
yang dirasanya baik dan perlu bagi kelangsungan eksistensinya. Keharusan
sosial ini dapat ditarik sedemikian jauh sehingga mencangkupjaga diadakan
tuntutan untuk permintaan tanggung jawab atas suatu perbuatan yang
mungkin juga bersifat yuridis dan bisa dijatuhkan pidana. Hakekatnya maslah
tanggung jawab menyangkut masalah luas.**

Prinsip tanggung jawab merupakan periha yang sangat penting dalam
hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus pelanggaran hak konsumen,
diperlukan kehati-hatian dalam menganalisa siapa yang harus bertanggung
jawab dan seberpa jauh tanggung jawab dalam dibebankan kepada pihak-
pihak terkait.

Beberapa tanggung jawab tidak terlepas dari perlindungan terhadap
konsumen. Dalam UUPK, ha-ha yang mengena tanggung jawab pelaku
usaha diatur pada Pasal 19 ayat (1) bahwa “Pelaku usaha bertanggung jawab
memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian
konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan”.® Ganti rugi yang dapat diberikan dapat berupa

¥ Ibid., him. 32.

%5 penjelasan Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
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pengembalian uang atau penggantian barang dan atau jasa yang segjenis atau
setara nilainya atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hukum mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut terdiri
dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat antara individu itu sendiri.
Hubungan hukum tercermin tercermin dalam hak dan kewgjiban yang
diberikan oleh hukum. Tidak ada hak tanpa kewagjiban, sebaliknya tidak ada
kewajiban tanpa hak.'®

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
juga mengatur hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha
Hubungan hukum tersebut tercermin dalam hak dan kewajiban masing-
masing pihak yaitu konsumen dan pelaku usaha. Perlu ditegaskan bahwa hak
konsumen adalah merupakan kewajiban pelaku usaha, dan sebaliknya
kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.

Konsumen

Dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan
konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir
dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang
menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk
lainya. Konsumen dalam arti luas mencangkup dua kriteria di atas, sedangkan

konsumen dalam arti sempit hanya mengacu pada konsumen akhir.

38.

185ydikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Jakarta: Liberty, 1996), him
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Definis yuridis dari konsumen dirumuskan dalam Pasa 1 angka 2
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
yaitu : “setigp orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.*’

Daam penjelasanya dikatakan bahwa yang dimaksud konsumen dalam
Undang-Undang ini adalah konsumen akhir. Demikian halnya dengan
pengertian konsumen berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang
Ketenagalistrikan (Pasal 1 angka 7), yaitu : “Setigp orang atau badan yang
membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik”.*®

a Hak-hak konsumen

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga
diatur mengenai hak-hak dan kewagjiban konsumen. Dalam Pasal 4 Undang-
Undang tersebut ditentukan bahwa konsumen memiliki hak sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa, serta mendapatkan barang dan/atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang
dijanjikan.

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

barang dan/atau jasa.

" Pengjelasan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen.

18 Penjelasan Pasal 1 angka 7 Nomor 30 Tahun 2009 tentang K etenagalistrikan.
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. Hak untuk didengar keluhan dan pendapatnya atas barang dan/atau jasa yang
digunakan
. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian
sengketa perlindungan konsumen secara patut.
. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secra benar, jujur, serta tidak
diskriminatif.
. Hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugidan/atau penggantian, apabila
barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesual dengan perjanjian atau tidak
sebagal mana mestinya.
. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan lainya.
. Kewajiban-kewajiban konsumen

Di samping itu, sekalipun konsumen berada pada posisi yang lemah
tetapi tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang
diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:
. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau
pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa
. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati.
. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen

secara patut.
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3. Pelaku Usaha

Jika berbicara tentang konsumen, maka tidak terlepas dengan adanya

pelaku usaha, ibarat sekeping uang logam yang memiliki dua sisi, sisi yang
satu merupakan sisi pelaku usaha dan sisi lainya merupakan konsumen.
Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak memberikan definisi khusus
tentang penyedia barang dan/atau jasa, namun memberikan definisi yang
lebih luas, yaitu :
“Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang
berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara
Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Ini berarti tidak hanya produsen atau penyedia barang dan/atau jasa
yang tunduk pada Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen,
melainkan juga para rekanan, termasuk para distributor serta jaringan-
jaringan yang melaksanakan fungs pendistribusian dan pemasaran barang
dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakal dan/atau pengguna
barang dan/atau jasa.'®

Hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7
Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa

hak pelaku usaha.

19 Gunawan Widjaja, Ahmad Y ani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
Gramedia pustaka Utama, 2001), him. 5.



18

a  Hak-hak pelaku usaha® :

1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai
kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa.

2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beritikad tidak baik.

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen.

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan.

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan
lainya.

b. Kewajiban-kewajiban pelaku usaha?* :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.

2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan,
perbaikan, dan pemeliharaan.

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif.

4. Menjamin  mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa

yang berlaku.

% penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen.

2! penjelasan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan K onsumen.
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5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberikan jaminan dan/atau
garans atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

Antara konsumen dan pelaku usaha terhadap hubungan timbale balik
yang saling menguntungkan.Pelaku usaha membutuhkan konsumen untuk
menjadi pasar bagi produk/jasanya agar mendapat keuntungan, dan dilain
pihak konsumen membutuhkan pelaku usaha untuk menyediakan barang
dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhanya. Tetapi dalam prakteknya,
hubungan hukum yang terjadi (antara produsen dan konsumen) terkadang
semakin melemahkan posisi konsumen, karena secara sepihak para produsen/
distributor sudah menyiapkan satu kondis perjanjian dengan adanya
perjanjian baku yang syarat-syaratnya secara sepihak ditentukan pula oleh
produsen atau jaringan distributor. Sedangkan pengertian mengenai jual-beli
itu sendiri diatur dalam pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
yang menyatakan jual-beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang
satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak

yang lain untuk membayar hargayang telah dijanjikan.
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F. Metode Penelitian
Agar tujuan dan manfaat penelitian ini dapat tercapa sebagai manayang
telah direncanakan, maka membutuhkan suatu metode yang berfungsi sebagai
pedoman dalam melaksanakan kegiatan ini, yaitu :
1. Obyek penelitian
Tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap Konsumen akibat
pemadaman listrik secara sepihak di Cilacap.
2. Subyek Penelitian
a. Pegabat PT PLN (Persero) Kabupaten Cilacap
b. Konsumen sebagai pelanggan tenaga listrik.
3. Jenis Pendlitian
Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian
lapangan (field research) yaitu dengan melakukan pengamatan,
observasi secara langsung tentang bagaimana tanggung jawab PT PLN
(Persero) terhadap konsumen akibat pemadaman listrik di Cilacap.
4. Sumber data
a. Data primer atau data dasar dalam pendlitian ini diperlukan untuk
member pemahaman yang jelas, lengkap dan komprehensif yang
diperoleh langsung melalui wawancara dengan subyek penelitian
untuk mencari ketrangan yang berhubungan dengan objek

penelitian untuk menjadi bahan analisis.
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b. Data sekunder diperolen dengan cara mengumpulkan dan
mempeljari data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang
terkait dengan penelitian. Bahan ini terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang
mengikat, meliputi :

a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen.

¢) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2009 tentang
ketenagalistrikan.

d) Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik.

2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang
memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer,
meliputi :

a) Buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
b) Tulisan/artikel dari website atau jurna hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data

a. Data primer dilakukan dengan cara wawancara, yaitu pengumpulan
data dengan menggunakan tanya jawab sebaga penelitian guna
memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

b. Data skunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, yakni

dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-
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undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan
penelitian.
6. Pendekatan Penelitian
Pendekatan Yuridis empiris, yaitu cara pandang dengan melihat
ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
permasal ahan yang akan diteliti.
7. Teknik Andisis Data
Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun
lapangan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya
analisis data berdasrkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun
lapangan baik secara lisan maupun tertulis, kemudian diarahkan,
dibahas dan diberi penjelasan dengan ketentuan yang berlaku untuk

kemudian disimpulkan.

G. Sistematika Pembahasan

Daam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan dalam 5 (lima) bab
dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang
maslah, rumusan masaah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka,
kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua beris Tinjauan Umum tentang Hukum Perlindungan

Konsumen dan Listrik.
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Bab ketiga berisi tentang gambaran umum PT PLN (Persero) Cilacap,
meliputi : letak geografis, aturan yang mengatur tentang instansi tersebut,
sgarah, visi, misi, dan wilayah hukum.

Bab keempat beris tentang anaisis data hasil penelitian yang akan
membahas tentang tanggung jawab PT PLN (Persero) terhadap konsumen
akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak dan akibat hukum atas
kerugian konsumen akibat adanya pemadaman listrik secara sepihak oleh PT
PLN (Persero) Kabupaten Cilacap.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-
saran dari hasil penelitian secara keseluruhan dan diakhiri dengan daftar

pustaka serta lampiran-lampiran.
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BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat

dismpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1

Pada kenyataannya tanggung jawab PT.PLN (Persero) terhadap konsumen
akibat pemadaman belum sepenuhnya diberikan oleh PT.PLN. Surat
perjanjian jual beli tenaga listrik yang merupakan landasan hukum dalam
penyaluran tenaga listrik, masih mempunyai kekurangan. Didalamnya tidak
memuat kewgjiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar,
jujur dan jelas tentang barang dan/jasa yang diperdagangkan, sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 7 huruf (b) UUPK. Surat perjanjian jua beli tenaga
listrik juga memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur bila timbul akibat-
akibat tertentu dalam pemanfaatan jasa tenaga listrik. Pemberian informasi
yang benar, jujur dan jelas sangat penting untuk diketahui oleh konsumen.
Sebab dengan informasi yang didapat, konsumen dapat meningkatkan
kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri.
Dengan demikian konsumen akan lebih mampu dalam memutuskan
tindakan yang tepat apabila merasa dirugikan akibat pemanfaatan jasa
tenagallistrik

Terkait dengan terjadinya pemadaman listrik, upaya hukum yang yang dapat
dilak ukan oleh konsumen adalah dengan memasukan pengaduan ke

Layanan Keluhan Pelanggan untuk kemudian diselesaikan oleh PT. PLN



110

(PERSERO). Apabila pelanggan listrik masih merasa tidak puas dengan
penyelesaian yang diberikan oleh pihak PLN, maka pelanggan dapat
melakukan upaya hukum penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di
luar pengadilan. PT. PLN (PERSERO) menyarankan penyelesaian sengketa

di luar pengadilan melalui prosedur Medias dan/atau Konsiliasi

B. Saran
1. Bagi Konsumen PT. PLN (Persero) Cilacap
Sebagai Konsumen Ketenagalistrikan, pelanggan harus mengetahui
dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan Konsumen
harus berani menunjukan sikap kritis dan kegigihan dalam memperjuangkan
haknyayang telah dilanggar oleh PT. PLN (Persero) Cilacap.
2. Bagi PT. PLN (Persero) Cilacap
Perlu adanya usaha meningkatkan kecepatan pelaksanaan perbaikan
pada saat terjadi pemadaman listrik serta adanya pemberian informasi
kepada pelanggan atas kejadian pemadaman listrik dan PT. PLN (Persero)
selaku Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan di Indonesia. Terbuka
terhadap masukan, kritikan, dan pengaduan, khususnya dari pelanggan.
3. Bagi Pemerintah
Untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat secara adil dan
merata ada baiknya Pemerintah membuka kesempatan bagi investor untuk
mengembangkan usaha di bidang listrik. Akan tetapi pemerintah harus tetap

mengontrol dan memberikan batasan bagi investor tersebut, sehingga tidak
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terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat.
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